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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap orang tua yang 

tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak tepat atau tidaknya harus 

ditinjau dari faktor-faktor penyebab munculnya peristiwa kawin kontrak 

tersebut. Menjadi tidak tepat diterapkan apabila faktor penyebab terjadinya 

kawin kontrak tersebut dikarenakan faktor rendahnya ekonomi masyarakat 

setempat, dan faktor pendidikan yang rendah, sehingga orang tua 

membiarkan anaknya menjalani kawin kontrak untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga, dan perlu juga diperhatikan tujuan dari pemidanaan itu 

sendiri, baik tujuan pemidanaan primer/pokok atau tujuan pemidanaan 

sekunder/tambahan. Menjadi tepat diterapkan apabila faktor penyebab 

terjadinya kawin kontrak tersebut dikarenakan budaya malas bekerja, 

materialistis, dan yang paling fatal jika ditemukan indikasi bahwa orang tua 

menjual ataupun memperdagangkan anaknya untuk dikawin kontrakkan 

demi mendapatkan uang dengan mudah dan dapat bergaya hidup mewah. 

B. Saran 

Dari data dan analisis yang ada pada Bab sebelumnya di atas, maka 

penulis memberikan beberapa saran mengenai Sanksi Pidana Terhadap 

Orang Tua Yang Tidak Mencegah Kawin Kontrak Pada Usia Anak. 
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a. Bagi Para Orang Tua 

Seyogyanya, para orang tua melakukan peranannya sebagai orang tua 

yang baik, seperti melindungi anak, mendidik anak, menafkahi anak, dan 

sebagainya tanpa harus menunggu adanya suatu peraturan yang mengatur 

hal tersebut, karena sudah selayak dan sepantasnya orang tua melakukan 

perananya sebagai orang tua yang baik untuk anak-anaknya. 

b. Bagi Pemerintah 

Seyogyanya, pemerintah harus memperhatikan faktor-fakor yang melatar 

belakangi terjadinya kawin kontrak seperti rendahnya ekonomi dan 

rendahnya pendidikan warga setempat, dalam hal ini pemerintah harus 

bergerak cepat dalam meningkatkan pendidikan di seluruh wilayah 

kesatuan republik indonesia, pemerintah tidak boleh hanya menyuarakan 

bahwa pendidikan di indonesia wajib 9 (sembilan) tahun tanpa 

mengontrol implementasinya di masyarakat. Dengan ppendidikan yang 

layak maka Sumber Daya Manusia (SDM) akan lebih bermutu sehingga 

mereka lebih berpikir dalam melakukan suatu tindakan yang melnggar 

hukum dan tentunya mereka akan lebih berpikir lagi untuk meningkatkan 

taraf hidup keluarga mereka. 

c. Bagi Pembuat Undang-Undang. 

Seyogyanya, dilakukan perubahan bunyi Pasal 78 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Membedakan sanksi 

bagi orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia dengan cara 

melihat faktor-faktor yang melatar belakangai terjadinya peristiwa kawin 

 

 



50 
 

kantrak tersebut. Sanksi rehabilitasi mentalitas dan moralitas bagi orang 

tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak yang 

membiarkan anaknya menjalankan kawin kontrak dikarenakan faktor 

perekonomian dan pendidikan yang sangat rendah. Sanksi pidana bagi 

orang tua yang tidak mencegah kawin kontrak pada usia anak, dan 

terbukti menjual atau memperdagangkan anaknya.  
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